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KEPUTUSAN HENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 19S7

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN HADRASAII

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Meni mbang

Meng i ngat

.4'

@,
v

bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di
bidang pendidikan, dipandang lrrlu melaksanakan pembukaan
dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sefjagai
model , motivasi, dan pembina l'{adrasah Slvasta di sekitar-
nya.

1. Undang-Undang Republik Indmesia Nomor 2 Tahun 19Bg
tentang Sistem Pendidikan t'lasional ;

2, Peraturan Pemerintah Bep0blik Indonesia lsomor 28 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indones'ia NorrDr 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia i.l,ssxrr 44 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Organ'isasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia I'lmor 15 Tahun
1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan
segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden
Republ ik Indonesia l.lomor 76 Tahun '1996;

6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan dan Menteri Dalam Negeri l.lomor 6 Tahun '1975,

llofilor o3lu,/1975 dan N.inor 30 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Menteri Agama l lcmor 18 Tahun 1975 tentarrg
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agajna
yang telah diubah dan di sanpurnakan terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama liofior 75 Tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Agama NonDr 45 Tahun 198I tentan_o
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wi layah Departemen
Agama Propinsi, Kantor DeEartemen Agama Kabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegav;ai
Tekni s Keagamaan Departemen Agama;



Memperhat i kan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ket iga

Keempat

Kel i ma

Keenam

Pasal 1

l.k rbr 1 5

9. Keputusan Menteri Agama I'bmor 15 Tahun 1978 tentang
Susunan organisasi dan Tata Kerja Hadrasah lbtidaiyah
Negeri;

lO.Keputusan Menteri Agama t'bflpr 16 Tahun 1978 tentang
Susunan organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawi yah
Negeri;

1 1 . Keputusan Menteri Agama l.l,o0br I 7 Tahun 1978 tentang
Susunan organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah
Negeri.

Persetujuan ttenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengan Surat I'lonbr r 8-112/l/1997 tanggal 29 Januari 1997.

14EMUTUSKA.N

KEPUTUSAN MENIERI AGA}.IA RERJBLI K I NDONESIA TENTAI.IG PEHBU-
KAAN DAN PENEGERIAN MAMASAH.

Membuka dan menegeri kan madrasah sebagaimana tercantum
dalam iampiran I dan II Keputusan ini.

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Madrasah Ibtidaiyah l{egeri diatur sesuai ketentuan

Pasal I Keputusan Menterj Agama

\-/
Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal g Keputusan Menteri Agama

tlomor 16 Tahun 1978.

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi ' dan tata
kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal
1 sampai dengan Pasal I Ke'Bltusan Ment€ri Agsma t'lomor 17

Tahun 1978.

Ketentuan iebih lanjut yang diperlukan bagi pel aksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kel embagaan Agama Isl am.

Sejak berl akunya' Keputusan ini jumlah Madrasah Ibt'idaiyah
Negeri bertambah dari lo25 (seribu dua puluh lima) menjadi
1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madra-
sah Tsanawiyah Negeri bertarnbah dari 853 (delapan ratus
Iima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat Elluh
satu) madrasah, dan Hadrasah Aliyah Negeri bertambah dari
457 (empat ratus ]ima BJluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus
I ima puluh empat) madrasah'

sampai



Ketujuh

Ts$usan :

1 . |.l,anko K6sra;

: KepJtusan ini mulai berlaku pada tangga l dl tetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
: 17 !,laret L997

2. Ketua Badan Pdnoriksa KeuangEn;
3. ltent€ri Pendidi kan dEn Kebudayaan RI;
4. ilsntsri Dal am l,legeri RI ;5. I'lenteri Keuangan RI ;
6. Kom,isi IX DPR RI;
7. Ditjen AnggaFan Departmen Kqrangan RI;
8. Sekjen/Di rj €n Binbaga Islm/Dirj6n Bimas Islm dan Urusan

Haj i,/Ir j en,/Kabal i tbang Agana,/Staf Ahl i I'tiEnteri Agama;
9. Para fubernur KI}l Tingkat I seluruh lndonasia;

10. Para K6paI a Biro/Direktur di I ingkungan Ditj$ Binbaga
I s I amllnspektur/Kagis l i tbang Agana/Sokretari s Ditjen Binbaga
Islam/KagJsdikl8t Pog&rai i ,r1.l. Para Kopala Kantor Wi layah Depart€npn Agarna propinsi/ y'
S6tingkat di seluruh Indonesi a;

12. Para K6pal a Kantor Dopartm€n Agama Kabupaten/Kotanadya di\,/
sel urdl Indonesi a;

13. Kantor Perbondahara& dan Kas t{egara di seluruh Indonosi a;
14. Biro tukun dan l-hmas Oepartm€n Agana untuk dokmentasi; ,.
'l 5. Yang bersrngkutEn r.rntuk di ketahui .

rAl{ER L
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